BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian melalui berbagai wawancara secara
langsung oleh peneliti terhadap para penyidik, maka penulis
menyimpulkan bahwa peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam
menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, dapat kita lihat
sebagai berikut:

1. Peranan aparat penyidik dalam menangani kasus pencabulan yang
dilakukan oleh anak hasilnya ada yang sudah maksimal dan juga
yang belum maksiaml. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan
jumlah 39 kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang sudah
maksimal ditangani adalah 23 kasus sedangkan 16 kasus belum
maksimal.

2. Pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak, penyidik ada yang
melakukan penangkapan dan penahan dan ada juga yang tidak
melakukan penangkapan dan penahan terhadap pelaku kasus
pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penyidik melakukan
penangkapan dan penahan dikarenakan anak tersebut telah
mencapai umur 13 tahun ke atas, sedangkan tidak dilakukan
penangkapan dan penahan dikarenakan anak tersebut masih

berumur 12 tahun ke bawah sehingga anak tersebut dikembalikan
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kepada orang tua, mengikuti pembinaan, rehabilitasi dan
penyuluhan-penyuluhan hukum.

3. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, penyidik tidak
dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan karena dimana
tidak diatur didalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Anak

4. Pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan yang telah di buat oleh
penyidik ke kejaksaan yang kemudian berlanjut ke meja
persidangan. Pelimpahan BAP sudah dilimpahkan ke kejaksaan
namun masih ada bolak-balik perkara yang sudah P21 tapi juga
ada P18 dan P19. Hal ini dikarenakan kurang cukup bukti seperti
keterangan tersangka yang belum jelas dan kurangnya alat bukti
yang di cari oleh para penyidik.

Dengan demikian peranan penyidik dalam menanagani kasus
pencabuan yang dilakukan oleh anak dilihat dari proses
penangkapan, penahanan dan pelimpahan BAP ada yang sudah
maksimal dan belum ada yang maksimal. Oleh karena itu perlu
meningkatkan peranan penyidik dalam menjalankan tugasnya
dalam hal menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak,
dan penyidik juga harus teliti dalam melakukan penangkapan,

penahanan dan pelimpahan BAP.
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B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :

1. Untuk aparat penyidik Polres Kupang Kota perlu meningkatkan
peranannya sebagai penyidik dalam menjalankan tugasnya yang
menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di
Kupang Kota.

2. Perlu dilakukan pembaharuan hukum dalam menangani tindak
pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga
memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan peningkatan
kemampuan dan keahlian penyidik dalam menangani tindak
pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak perlu adanya
penambahan dalam undang-undang anak yang mengatur tentang
penggeledahan dan penyitaan.

4. Aparat penyidik Polres Kupang Kota perlu meningkatkan
pelaksanaan penanganan terhadap kasus pencabulan yang
dilakukan oleh anak. Agar kasus pencabulan yang dilakukan oleh

anak dapat diatasi atau di proses sesuai hukum yang berlaku.
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